EEPUTUSAN MENTERL AGAMA REPUBLIK INDONESTA

NOMOR sisas TAHUN 1995
TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BERBERAPA MADRASAH

Meanimbang

Mengingat

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam menunjang pembangunan naszional di bidang
pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembulkasn dan
Pencgerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model,
motivasi dan pembinaan Madrasab Swasta disekitarnya;

1.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Masional (Lembaran Megara Tahun 1989
MNomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 335900,

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 199 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Nomaor 3412);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990
Naomer 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 fentang
Pokok-pokok Organisasi Departemen;

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang
Susunan Organizgasi, sebagaimany telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Kepulusan Presiden Nomor 61
Tahun 1995;

6. Keputusan. .,



Memperhatikan :
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11.

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan
dan Kebudavaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6
Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun
1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madra-
sah;

Eeputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputu-
san Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984,

Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 entang
Penyempurnaan Organisas) dan Tata Kerja Kantor Wila-
vah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen
Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan
Lalihan Pegawal Teknis Keagamaan Departermen Apgama;

Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 leniang
Susunan Organisas: dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaivah
Negeri;

Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang
Susunan Organisasi dan Tats Kerja Madrasah Tsanawiyah
Negeri;

Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyvah
Negeri;

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dengan Sural Nomor B-1330/1/1995 tangeal 31 Oktober 1995,

MEMUTUSKAN...



Menctapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

KEcempat

Kelima

Keenam

MEMUTUSEAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMEBU-
EAAN DAN PENEGERIAN BEBERAFPA MADRASAH.

Membuka dan menegerikan Madrasah scbagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini,

Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibudaivah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
MNomor 15 Tahun [978.

Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organizasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
FPasal 1 sampal dengan Pasal 9 Keputnsan Menteri Agama
MNomor 16 Tabun 1978,

Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Alivah Negeri diatur sesual ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978,

: Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan

Keputusan im diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetaplan di Jakarta

pada tanggal, 25 Hopesber 1395
MEHTERI AGAMA REPUBLIK IDENESLI’L

__SAADILLAH MURSIID
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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 671 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama
Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri,
dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan
Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17  Tahun 2010 tentang  Pengelolaan  dan
Penyelenggaraan  Pendidikan {Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
592} sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 851);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN;

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN
NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH
NEGERI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Menetapkan Perubahan Nama 37 (Tiga Puluh Tujuh)
Madrasah Aliyah Negeri, 78 (Tujuh Puluh Delapan)
Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 143 (Seratus Empat
Puluh Tiga) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi
Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [ sampai dengan Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge,
kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus
disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.



KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

f
bLUKI\&AI\I HAKIM SAIFUDDIN ¢
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Kalimantan Selatan

MTsN 2 Batang Alai
Utara

MTsN 10 Hulu Sungai Tengah

20

Kalimantan Selatan

MTsN Labuan Armas
Utara

MTsN 11 Hulu Sungai Tengah

21

Kalimantan Selatan

MTsN Anjir Muara

MTsN 1 Barito Kuala

22

Kalimantan Selatan

MTsN Marabahan

MTsN 2 Barito Kuala

23

Kalimantan Selatan

MTsN Anjir Muara

MTsN 3 Barito Kuala

Kota Tengah
24 | Kalimantan Selatan | MTsN Barambai MTsN 4 Barito Kuala
25 | Kalimantan Selatan | MTsN Anjir Pasar MTsN 5 Barito Kuala
26 | Kalimantan Selatan | MTsN Tamban MTsN 6 Barito Kuala
27 | Kalimantan Selatan | MTsN 1 Rantau MTsN 1 Tapin
28 | Kalimantan Selatan | MTsN 2 Rantau MTsN 2 Tapin
29 | Kalimantan Selatan | MTsN Binuang MTsN 3 Tapin
30 | Kalimantan Selatan MTsN 1 Candi Laras MTsN 4 Tapin
Utara
31 | Kalimantan Selatan | MTsN Tapin Selatan | MTsN 5 Tapin
32 | Kalimantan Selatan | &7 04 EATS | MToN 6 Tapin
33 | Kalimantan Selatan | MTsN Amawang MTsN 1 Hulu Sungai Selatan
34 | Kalimantan Selatan | MTsN Padang Batung | MTsN 2 Hulu Sungai Selatan
35 | Kalimantan Selatan MTsN Angkinang MTsN 3 Hulu Sungai Selatan
36 | Kalimantan Selatan | MTsN Telaga Langsat | MTsN 4 Hulu Sungai Selatan

37

Kalimantan Selatan

MTsN Sungai Raya

MTsN S Hulu Sungai Selatan

38 | Kalimantan Selatan | MTsN Durian Rabung | MTsN 6 Hulu Sungai Selatan_
39 | Kalimantan Selatan | MTsN Kalumpang MTsN 7 Hulu Sungai Selatan
*U | Kalimantan Selatan | MTsN Amparaya MTsN 8 Hulu Sungai Selatan
41 | Kalimantan Selatan | MTsN Habirau Negara | MTsN 9 Hulu Sungai Selatan
42 | Kalimantan Selatan | MTsN Negara MTsN 10 Hulu Sungai Selatan
43 | Kalimantan Selatan | MTsN Sei Durian MTsN 1 Tabalong

44 | Kalimantan Selatan | MTsN Ampukung MTsN 2 Tabalong

45

Kalimantan Selatan

MTsN Kelua

MTsN 3 Tabalong



ACER
Typewritten Text

ACER
Typewritten Text

ACER
Rectangle


